BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi secara signifikan mengakibatkan
timbulnya beragam konfigurasi baru dalam tatanan kehidupan bernegara. Selaku
negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Indonesia berupaya
untuk memperbaiki bangunan konstitusinya melalui amandemen yang dilakukan
pasca ditumbangkannya kekuasaan orde baru yang berkuasa selama 32 tahun.!
Tentunya banyak hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya perubahan tersebut, salah
satunya adalah amanat dari reformasi yang menyatakan bahwa Indonesia perlu untuk
mengamandemen  Undang-Undang Dasar 19452 Pada akhirnya, Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelesaikan 4 (empat) kali amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 dari rentang waktu 1999 hingga 2002.3

Dalam sejarahnya, ada banyak aturan yang diubah oleh MPR melalui proses
amandemen . Secara fundamental, konstruksi ketatanegaraan Indonesia mengalami
konfigurasi baru dan terjadi sedemikian sporadis yang tujuannya adalah penguatan

sistem bernegara.
“Perubahan vyang terjadi diantaranya yakni pergeseran kekuasaan
membentuk Undang-Undang dari sebelumnya berada di tangan Presiden

beralih ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dihapusnya prinsip
lembaga tertinggi negara yang dipegang oleh MPR, penambahan beberapa
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lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan
Mahkamah Konstitusi.*”

Hal ini patut dimaklumi mengingat bahwa Indonesia kala itu berada dalam
tahap transisi setelah gejolak yang timbul beberapa tahun sebelumnya. Gejolak yang
kemudian melahirkan permasalahan ekonomi, sosial, politik, hingga akhirnya
melengserkan Presiden Soeharto dari singgasananya serta dengan terpaksa
menyerahkan kekuasaan yang telah di emban selama lebih dari tiga dekade kepada
wakilnya saat itu yakni Presiden B.J Habibie.®

Selain menghadirkan perubahan sebagaimana yang telah disebut di atas.
Amandemen Undang-Undang Dasar juga bertujuan untuk menegaskan sistem
pemerintahan Indonesia yang menerapkan sistem presidensiil.® Berkaitan dengan
tujuan tersebut, hal ini dapat dilacak dengan membaca beberapa variabel yang
merupakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensiil yang diakomodir oleh
Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Setidaknya menurut Saldi Isra, ada
tiga variabel yang dapat dilacak dalam melihat pengaruh sistem presidensiil dalam
Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ciri pertama adalah Presiden
langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, ciri kedua adalah adanya
pembatasan periodesasi jabatan Presiden dan ciri ketiga adalah diperjelasnya

mekanisme pemberhentian Presiden.’
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Dalam konteks teori ketatanegaraan, kepastian masa jabatan Presiden (Fix
Term) dalam sistem Presidensiil ditujukan agar stabilitas pemerintahan dapat berjalan
sesuai dengan arah yang ditujukan oleh konstitusi.® Selain itu, pembatasan
periodesasi masa jabatan Presiden juga dihadirkan agar terwujudnya kepastian hukum
mengenai berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai Presiden dalam suatu negara.
Karenanya jika hal ini tidak dibatasi secara eksplisit, akan dapat memunculkan
diktaktor yang berpotensi dapat merusak stabilitas negara. Berkaca dari pengalaman
Indonesia ketika dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, tidak
adanya penegasan mengenai berapa lama seseorang dapat menjadi Presiden akhirnya
melahirkan distabilitas iklim politik yang tidak dapat dikendalikan dan memunculkan
gejolak dalam berbagai sektor di masyarakat.

Konsekuensi dari diadakannya prinsip kepastian masa jabatan (Fix Term)
tersebut adalah harus juga dihadirkannya klausul dalam konstitusi yang mengatur
mengenai bagaimana mekanisme untuk memberhentikan Presiden di tengah masa
jabatannya. Pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan atau juga dapat disebut
pemakzulan merupakan salah satu mekanisme yang dibutuhkan bagi negara yang
menganut model sistem pemerintahan presidensiil. Menurut lwan Satriawan yang
kemudian dikutip oleh Saldi Isra, pemberhantian Presiden di tengah masa jabatannya
merupakan a legal process of removing an underisable person from public office.®
Pemberhentian Presiden dalam masa jabatan juga merupakan salah satu

Extraordinary Decision bagi suatu negara yang menganut paham presidensiil dalam
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sistem pemerintahannya.'® Kondisi ini tidak terlepas dari prinsip bahwa Presiden
dalam sistem pemerintahan Presidensiil relatif untuk sulit dijatuhkan karena
memerlukan proses yang panjang dan pengaturan yang spesifik. Sehingga mekanisme
pemberhentian tersebut juga membutuhkan syarat yang berat untuk dilakukan.

Berdasarkan fakta sejarah, tercatat sudah empat kali Indonesia melakukan
proses pemberhentian terhadap Presiden di tengah masa jabatannya.

“Sejarah mencatat bahwa kekuasaan Presiden Soekarno jatuh melalui
Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967. Lalu pada tahun 1998,
Presiden Soeharto jatuh dari kursi kekuasaannya akibat permintaan dari
ketua MPR/DPR agar Presiden Soeharto mengundukan diri disebabkan
demonstrasi besar-besaran yang terjadi saat itu. Satu tahun berselang,
giliran Presiden B.J Habibie yang berhenti dari jabatan sebagai Presiden
karena MPR menolak laporan pertanggungjawaban yang disampaikan
dalam sidang istimewa MPR tahun 1999. Terakhir, Kekuasaan Presiden
Abdurrahman Wahid (Gusdur) diberhentikan oleh MPR melalui ketetapan
MPR No II/MPR/2001.1*

“Ada beberapa hal yang melatarbelakangi jatuhnya kekuasaan Gusdur,
pertama adalah ketidakhadiran dan penolakannya memberikan
pertanggungjawaban kepada MPR pada sidang istimewa MPR tahun
2001, kedua adalah diduga terlibat dalam skandal Bulogate serta
Bruneigate. Dan terakhir akibat penerbitan Maklumat Presiden RI tanggal
23 Juli tahun 2001 yang isinya membubarkan DPR.2”

Dilihat secara seksama, dari 4 (empat) Presiden yang berhenti di tengah masa
jabatannya tersebut. 2 (dua) di antaranya harus mengakhiri tampuk kekuasaan akibat
proses pemberhentian oleh MPR.'® Sedangkan diseluruh kasus pemberhentian
Presiden di tengah masa jabatan yang terjadi di Indonesia berkaitan erat dengan

faktor politis yang mempengaruhi proses tersebut yang diakibatkan ketiadaan rujukan
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normatif untuk dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Ditambah
dengan keadaan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menghadirkan klausul bahwa Presiden
merupakan mandataris dari MPR.'* Tidak mengherankan akhirnya kemelut yang
terjadi di antara dua institusi tersebut menghasilkan kenyataan bahwa Presiden harus
berhenti dari jabatan di tengah rezim mereka yang masih berkuasa. Meskipun khusus
pada kasus pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), terdapat
persoalan hukum yang dapat dijadikan alasan pembenar untuk melengserkan
kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) tersebut.*®

Selain pengaruh politik yang terjadi kala itu, ketiadaan pengaturan mengenai
prosedur pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan juga mengakibatkan
keadaan-keadaan yang disebutkan diatas dapat terjadi. Seperti yang diketahui, UUD
NRI 1945 sebelum amandemen tidak memuat pengaturan mengenai pemakzulan
terhadap Presiden. Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 Pra amandemen hanya
menyebutkan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis
waktunya”.

Keadaann yang demikian tentunya jauh berbeda dengan materi UUD NRI
Tahun 1945 pasca amandemen yang telah memuat klausul pemberhentian Presiden
secara khusus.!®* UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen bahkan mengatur

ketentuan tersebut secara tegas dalam pasal tersendiri yakni dalam pasal 7A dan 7B.
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Selain itu, muatan yang diatur dalam konstitusi Indonesia tersebut juga dinilai sangat
berat dan sulit untuk dilakukan meskipun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi.
Ketentuan yang dimuat tersebut selain lebih rumit juga mengikutsertakan kehadiran
tiga lembaga negara sekaligus dalam proses pemakzulan Presiden. Yakni Dewan
Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Bahkan jika dirinci lebih dalam lagi, Dewan Perwakilan Daerah pun juga terlibat
dalam proses ini sebagai salah satu kamar yang nantinya ikut dalam persidangan
akhir yang dilaksanakan oleh MPR.

Panjangnya prosedur yang dihadapi dalam memuluskan langkah untuk
memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatan juga membuat
banyak pihak menjadi skeptis meskipun tetap terdapat celah-celah konstitusional
yang tersedia.!” Prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tersebut
diakomodir dalam amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar 1945, hanya berselang
beberapa bulan pasca Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR.
Ketentuan tersebut diantaranya mengatur jenis-jenis pelanggaran yang dapat
membuat Presiden diberhentikan, syarat minimal quorum yang hadir dalam sidang
paripurna DPR dan sidang di MPR serta keterlibatan MK sebagai lembaga perantara
dalam prosedur pemberhentian Presiden.

Kehadiran pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
yang dianut oleh konstitusi Indonesia disatu sisi merupakan salah satu hal yang patut

diapresiasi. Karena bagaimanapun, selain merupakan buah dari hadirnya reformasi
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dan pengimplementasian semangat kedaulatan rakyat, juga merupakan penjelmaan
dari penguatan sistem presidensiil yang Indonesia anut. Seperti yang sudah
disebutkan diatas. Presiden harus tetap memiliki kekuatan yang mumpuni agar
fungsinya sebagai kepala negara dapat dilaksanakan dengan baik dan fungsinya
sebagai kepala pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Namun, bukan berarti
klausul tersebut sudah dinilai baik ataupun final, karena memiliki banyak sekali
kecacatan di dalam muatan normanya.

Muatan normatif mengenai prosedur pemberhentian Presiden di tengah masa
jabatannya dalam UUD NRI 1945 jika diperhatikan lebih seksama setidaknya
menimbulkan permasalahan konstitusional baru dimana rumusan pasal 7B UUD NRI
1945 tersebut berpotensi mereduksi semangat daulat rakyat dan negara hukum. Di
lain sisi, selain terdapatnya pertentangan antar norma, rumusan pasal 7B UUD NRI
1945 dan 24C ayat 2 (dua) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan intepretasi yang
begitu luas tentang bagaimana posisi putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus
perkara dugaan ketidaklayakan seorang Presiden mengemban jabatannya tersebut.

Berkurangnya semangat kedaulatan rakyat dalam pengaturan tentang
pemberhentian Presiden di Indonesia diperlihatkan oleh rumusan yang menyatakan
bahwa MPR baru dapat memakzulkan Presiden ketika perkara tersebut telah selesai
diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal, sebagaimana yang dikatakan oleh J.J
Rousseau yakni. Prinsip penting dari kedaulatan rakyat adalah keadaan dimana rakyat
diikutsertakan dalam mengambil kebijakan sebagai wujud dari kehendak bersama.!8

Jika kita kaitkan pendapat Rousseau tersebut dengan keadaan MPR pasca
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amandemen UUD NRI Tahun 1945, secara teori jelas ditegaskan bahwa Majelis
Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan dari semangat kedaulatan rakyat
yang dimanifestasikan dengan kehadiran DPR yang mewakili kepentingan politik dan
DPD yang mewakili kepentingan daerah. Selaku jelmaan dari besarnya daulat rakyat,
sejatinya perkara pemakzulan Presiden tidak perlu untuk menjadi ranah kekuasaan
Mahkamah Konstitusi yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu,
Presiden pada mulanya juga dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan
umum. Dan sudah selayaknya, ketika Presiden akan dimakzulkan, maka hanya
rakyatlah yang berhak memakzulkannya.

Berbicara tentang konsep negara hukum, jelas bahwa negara hukum dibangun
dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan
berkeadilan.*® Namun jika merujuk pada semangat negara hukum, seperti yang sudah
ditegaskan dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa putusan Mahkamah
Konstitusi sifatnya final dan mengikat. Maka artinya tidak ada satupun pihak di
republik ini yang dapat tidak mengindahkan putusan yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi. Tetapi, permasalahan timbul jika di suatu masa Mahkamah
Konstitusi memutus bahwa Presiden sudah layak untuk dimakzulkan, namun dalam
forum persidangan MPR, MPR beranggapan bahwa Presiden tidak dapat
dimakzulkan karenanya secara otomatis pemakzulan terhadap Presiden gagal
terealisasi. Atas dasar tersebut, dalam kaitannya dengan pengaturan normatif tentang

pemakzulan Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikatakan final dan
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mengikat. Yang secara a contrario artinya bertentangan dengan prinsip pasal 24C
ayat 1 UUD NRI 1945 dan mereduksi semangat negara hukum. Selain itu, keadaan
ini juga secara tidak langsung dapat mengurangi martabat Mahkamah Konstitusi
dalam kerangka bernegara. Apalagi, dalam beberapa kasus, putusan MK kerap
diabaikan oleh Addresat putusan tersebut.?° Hal-hal yang disebutkan diatas berpotensi
menciptakan stigma negatif terhadap fungsi MK sebagai The guardian of the
constitusion.?

Permasalahan konstitusional sebagaimana yang telah dijelaskan diatas kiranya
perlu menjadi perhatian kita bersama untuk semakin menguatkan fondasi bernegara
Kita agar mencapai Indonesia yang semakin memberikan keistimewaan kepada rakyat
dengan tetap berpangkal pada rambu-rambu hukum yang dimuat di dalam konsitusi
agar dapat menciptakan negara hukum yang tetap berpegang teguh pada penegakan

semangat kedaulatan rakyat di dalamnya

. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang diatas, tulisan ini akan memfokuskan
penelitian pada aspek ius constituendum pembentukan hukum ke depan dalam
konsentrasi bagaimana rumusan normatif paling baik untuk menyelesaikan
permasalahan pemakzulan Presiden di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam

tulisan ini ialah :
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1. Bagaimana formulasi pemberhentian Presiden yang diatur di dalam UUD 1945,
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), UUDS 1950, dan UUD NRI Tahun
19457

2. Bagaimana analisis terhadap pengaturan mengenai Pemberhentian Presiden dalam
UUD NRI Tahun 1945

3. Bagaimana reformulasi mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan
diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaturan pemberhentian Presiden
dan Wakil Presiden dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
di beberapa negara.

3. Untuk mencari pola paling ideal dalam merumuskan pola pemberhentian Presiden
dan Wakil Presiden dalam tata hukum Indonesia di masa depan.

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya
adalah :

1. Sebagai bahan referensi bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan
pengaturan baru terkait dengan isu amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian

Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.



Sedangkan secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini
adalah:

1. Sebagai landasan awal tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata
negara khususnya permasalahan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil
Presiden di Indonesia.

2. Menjadi rujukan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang dapat semakin memperjelas
mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual
Dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai beberapa
pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka konseptual yang
dijadikan bahan dalam penelitian ini.

1. Reformulasi
Sulit untuk menemukan kata reformulasi dalam literatur-literatur hukum
Khususnya sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan atau bahkan
doktrin para sarjana. Namun, untuk dapat memperjelas mengenai makna
reformulasi, kita dapat menggunakan pendekatan konseptual dalam upaya
mencari batasan yang tepat terhadap kata reformulasi tersebut. Secara konseptual,
dalam konteks hukum. Reformulasi dapat disamakan dengan politik hukum yang
merupakan garis kebijakan yang akan diambil dalam membangun hukum yang

baru atau mengganti hukum yang lama.?? Sejalan dengan itu, Hal ini didasarkan
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bahwa dalam KBBI, kata reformulasi diartikan sebagai “Perumusan Ulang”. Kata
tersebut berasal dari kata formula yang berarti susunan, bentuk tetap, atau rumus.
Mekanisme

Dalam berbagai literatur perundang-undangan, kata mekanisme tidak dijelaskan
secara terperinci. Akhirnya sebagai bahan referensi, kita dapat menyimak
rumusan yang diberikan oleh ahli-ahli. Dalam bukunya yang berjudul
“Pemberhentian Presiden Di Indonesia (Antara Teori & Praktik). Hufron
menyebutkan bahwa mekanisme sebagai cara kerja bagi suatu lembaga negara
dalam memberhentikan seseorang dari jabatannya.?®

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Kalimat “Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden” didasarkan atas rumusan
pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jika menilik ketentuan yuridis, tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan
“Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden”. Menurut Mohammad Ali Syafaat,
terdapatnya ketentuan dalam konstitusi yaitu pemberhentian Presiden dan Wakil
Presiden di tengah masa jabatannya pasca diamandemennya UUD NRI Tahun
1945 melahirkan istilah baru dalam hukum tata negara Indonesia yakni
pemakzulan.?* Pendapat lain yang dapat menjadi referensi istilah pemberhentian
Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada Black Law Dictionary.

Menurut Black Law Dictionary yang dikutip oleh Hufron, istilah pemberhentian

dari jabatan diartikan sebagai “Removal From The Office”, yang artinya

23 Hufron, Op.Cit., hal. 25.
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“deprivation of office by act of comptent superior officer acting within scope the
exercise of office: Removal is dismissal from office. "%
Merujuk kebeberapa terminologi asing, istilah pemberhentian dapat disinonimkan
dengan istilah pemakzulan. Istilah pemakzulan sendiri memiliki makna yang
sama dengan pemberhentian dari jabatan.?® Jika memperhatikan pengertian dari
makna pemberhentian di dalam Black Law Dictionary. Maka Pemberhentian
Presiden dan Wakil Presiden dapat diartikan sebagai Pemberhentian Presiden Dan
Wakil Presiden di tengah masa jabatannya.
E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis
normatif sudah sejak lama digunakan oleh para sarjana hukum untuk menganalisis
dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi.?’ Ciri khas penelitian
yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang
terjadi di masyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan
hukum yang terdapat di dalam sumber hukum.?
Selain itu, hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah hukum

positif.2® Terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang
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mengulas prosedur mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia.

Dalam tatanan hukum yang hari ini berlaku, selain UUD NRI Tahun 1945.
Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang turut serta mengatur
persoalan tentang pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan. Hal ini semakin
menguatkan penulis untuk memilih tipe penelitian yuridis normatif dalam meneliti
persoalan ini dengan berfokus pada sumber-sumber hukum yang dibenturkan dengan
isu hukum yang terkandung dalam pengaturan mengenai pemberhentian Presiden di
tengah masa jabatannya.

2. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni
pendekatan perundang-undangan (Normative/Statute Approach). Pendekatan
Konseptual (Conseptual Approach). Pendekatan Sejarah (Historical Approach). Dan
pendekatan perbandingan/komparatif (Comparative Approach). Akan dijelaskan
mengenai masing-masing pendekatan yang dijadikan landasan berpikir sebagai
berikut.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Normative/Statute Approach)

Untuk dapat menjawab persoalan yang menjadi fokus kajian, tentunya
kita tidak dapat melepaskan diri dari peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar bagi pelaksanaan suatu aturan. Dalam penelitian ini,
pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu syarat wajib

yang harus dipenuhi agar dapat menghasil jawaban yang memuaskan.



Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melihat
produk-produk hukum sebagai pusat penelitian.®® Pendekatan ini juga selain
karena menjadi salah satu keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif.
Juga merepresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para
peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum.

Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai Pemberhentian
Presiden dalam masa jabatan, pendekatan perundang-undangan merupakan
model pendekatan utama yang dipilih karena pendekatan ini melihat
permasalahan konstitusional dalam pengaturan tentang pemberhentian
Presiden yang diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah penelitian yang melihat permasalahan
hukum dengan meneliti konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, seperti
sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun fungsi hukum dan
lainnya.3!

Pendekatan konseptual dihadirkan dalam penelitian ini dikarenakan
dibutuhkannya banyak sumber hukum baik itu sumber hukum primer,
sekunder, maupun tersier dalam membahas mengenai pemberhentian Presiden
dalam masa jabatan. Disamping itu, keterlibatan beberapa lembaga dalam
menangani persoalan mengenai pemberhentian Presiden dalam masa jabatan

juga merupakan keadaan yang menyebabkan pendekatan ini sangat cocok
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untuk dijadikan pertimbangan dalam meneliti persoalan mengenai
pemberhentian Presiden dalam masa jabatan.
Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Pendekatan sejarah melihat suatu permasalahan hukum dengan
berkaca pada perkembangan-perkembangan suatu produk-produk hukum
berdasarkan rentang waktu pemberlakuan produk tersebut.®> Pendekatan ini
cenderung mencoba menciptakan pemecahan masalah dengan memperhatikan
asal-muasal dari suatu produk hukum yang menjadi objek kajian.

Persoalan konstitusional mengenai pemberhentian Presiden perlu
untuk menggunakan metode pendekatan sejarah dikarenakan dalam
sejarahnya, Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemberhentian
terhadap Presiden dalam masa jabatan. Oleh karena itu, penelitian ini juga
akan mengkaji bagaimana persoalan tersebut melatarbelakangi pengaturan
mengenai pemberhentian Presiden dalam masa jabatan yang hari ini terdapat
di dalam konstitusi.

. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan komparatif adalah penelitian tentang perbandingan hukum
baik itu perbandingan antar sistem hukum, karakter hukum, maupun
konfigurasi produk hukum suatu negara.®® Pendekatan ini menjadi salah satu
model pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dapat membantu

pengambil kebijakan dalam merumuskan hukum di masa depan karena
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menjadikan model hukum negara lain sebagai parameter pembangunan
hukum.

Sebagai negara demokrasi yang baru saja mereformasi tatanan
kehidupan bernegara. Indonesia butuh untuk belajar dari negara lain yang
telah lebih dahulu menerapkan pola pemberhentian Presiden secara
komprehensif. Oleh karenanya, penelitian ini juga akan mencoba
mengkomparasi beberapa bentuk pemberhentian Presiden yang dapat
diterapkan di Indonesia yang diatur di dalam hukum positif negara demokrasi

lain.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder sebagai sumber rujukan untuk dapat memperoleh jawaban terhadap

kajian yang menjadi fokus pembahasan. Bahan hukum primer terdiri atas seluruh

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya :

a.

b.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai

Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.



Sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber rujukan yang digunakan
sebagai penguat argumentasi agar hasil dari penelitian ini benar-benar dapat
menghasilkan konklusi yang menggambarkan lus Constituendum mekanisme
pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di masa depan. Bahan hukum
sekunder yang akan digunakan terdiri atas :

a. Buku.

b. Jurnal Hukum.

c. Surat Kabar, dan.

d. sumber-sumber lain.
4. Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan yang ditujukan diatas, penggunaan bahan hukum ditujukan
agar penelitian ini dapat memiliki basis fondasi argumen yang kokoh dan
memberikan bayangan mengenai konfigurasi mekanisme pemberhentian Presiden
dan Wakil Presiden di masa depan. Oleh karenanya, sebelum berangkat lebih
jauh. Maka bahan-bahan hukum tersebut perlu untuk dianalisis daya fungsi serta
kegunaannya agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Dalam menganalisis
bahan hukum dapat digunakan pola sebagai berikut:

a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan sesuai arti
masalah yang dibahas;

b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti; dan

c. Mengintepretasi perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

yang dibahas.



F. Sitematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman kita semua mengenai materi yang ditulis

dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematikan penulisan yang akan

dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual,
landasan teori, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini.

NEGARA HUKUM, KEDAULATAN RAKYAT, SISTEM

PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN DAN JABATAN PRESIDEN

Membahas tinjauan umum mengenai konsep negara hukum,
kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan, Kelembagaan Presiden
beserta jabatannya yang ditulis berdasarkan bahan hukum yang
menjadi sumber literatur.

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DI INDONESIA

Merupakan objek utama pembahasan yang memfokuskan diri pada
model pemberhentian Presiden yang diatur di dalam hukum positif,
perbandingan pemberhentian Presiden di dalam konstitusi negara lain,
dan lus Constituendum pemberhentian Presiden yang ideal diterapkan

di Indonesia.



BAB IV PENUTUP
Bagian penutup merupakan konklusi dari tulisan ini. Bab penutup

berisi kesimpulan serta saran.



